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PENDAHULUAN

Orang dengan disabilitas menghadapi diskriminasi berlanjut karena masyarakat mempertahankan ketidakseimbangan
kekuasaan dan praktik diskriminatif yang terus-menerus, yang menentukan cara mereka seharusnya diperlakukan.
Perempuan dengan disabilitas menghadapi ancaman ganda karena mereka harus menghadapi baik hambatan fisik maupun
hambatan sosial yang ada di lingkungan mereka. Tindakan kekerasan mencakup semua bentuk perilaku abusive, mulai dari
serangan verbal hingga pelecehan psikologis dan ancaman, eksploitasi ekonomi, dan serangan seksual, yang menyebabkan
kerusakan serius pada kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan kesejahteraan sosial korban (Perempuan, 2023).

Laporan Tahunan 2023 (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dari Komnas Perempuan
mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat 79 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, namun
komisi hanya menerima laporan langsung sebanyak tujuh kasus. Perbedaan yang bervariasi antara data-data ini merupakan
adanya bukti tantangan struktural menghambat hak korban untuk mengakses keadilan. Catatan tahunan menunjukkan
bahwa orang melaporkan insiden kekerasan masih dengan tingkat yang lebih rendah, namun keberadaan kekerasan
sebenarnya tetap ada karena sistem perlindungan masih memerlukan pengembangan, responsif, dan belum sepenuhnya
disesuaikan dengan kebutuhan orang dengan disabilitas.
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Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia Berdasarkan Jenis Disabilitas

Korban Tahun 2024

Disabilitas mental 88

Disabilitas intelektual

Disabiltas ﬁsik- 2
Disabilitas sensorik - 18

Disabilitas ganda I 3

Lainnya . 6
0

50 100

Korban

Figure 1. Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia Berdasarkan Jenis Disabilitas

Korban Tahun 2024

Sumber : Databoks 2025

Menurut Laporan Tahunan 2024 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, tercatat 163 perempuan
penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan berbasis gender. Data menunjukkan 54 pengaduan langsung yang diterima
oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bersama dengan 109 kasus yang dikumpulkan oleh organisasi
masyarakat. Jenis disabilitas utama menunjukkan bahwa sebagian besar korban (88) adalah penyandang disabilitas mental,
diikuti oleh disabilitas fisik (25), disabilitas intelektual (23), disabilitas sensorik (18), disabilitas ganda (3), dan disabilitas lain
(6). Jumlah korban dengan disabilitas mental tetap relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas menghadapi berbagai kerentanan akibat persimpangan
antara faktor gender dan disabilitas. Stigmatisasi sosial yang memandang mereka sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya
meningkatkan risiko serangan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Hasil data menunjukkan bahwa diperlukan sistem
perlindungan yang lebih baik untuk menangani berbagai jenis kerentanan yang dihadapi oleh perempuan dengan disabilitas.
Orang-orang membutuhkan layanan dukungan karena mereka memerlukan bantuan dalam situasi-situasi spesifik tersebut,
tidak hanya sebagai respons terhadap kasus-kasus tertentu tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan pemberdayaan bagi
korban. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap orang-orang dengan disabilitas perlu diakui sebagai masalah sosial yang
mendesak yang memerlukan perhatian segera, dan situasi ini memerlukan solusi jangka panjang yang membutuhkan
partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

Sebuah lembaga pelayanan sosial, dalam konteks penelitian ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berfungsi sebagai
jembatan penting yang menghubungkan korban dengan lembaga layanan resmi. Menurut Boediningsi & Rusmaya (2021),
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah istilah yang merujuk pada organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk
menyediakan layanan komunitas tanpa adanya motif keuntungan. Selanjutnya, LSM memiliki tiga fungsi: menciptakan ruang
aman, menyediakan layanan dukungan, dan menghubungkan korban dengan sistem hukum serta organisasi layanan sosial
(Mahmudah & Widiyarta, 2023). Pentingnya organisasi non-pemerintah semakin terlihat melalui kerja mereka yang
membantu perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual untuk memahami hak-hak hukum mereka.
Perjuangan untuk keadilan akan membantu orang-orang memulihkan fungsi sosial mereka. Studi-studi yang mengkaji korban
kekerasan seksual telah dilakukan dalam berbagai penelitian, namun sebagian besar penelitian tersebut mengkaji semua
korban daripada mengkaji pengalaman khusus individu penyandang disabilitas.

Menurut Wahyuni (2021) banyak korban memilih tidak melaporkan pengalaman mereka karena menghadapi kesulitan
komunikasi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum, bergantung pada anggota keluarga untuk dukungan, serta
keterbatasan mekanisme pelaporan dan layanan yang dapat diakses secara. Dalam situasi ini, dikonfirmasi bahwa sistem
perlindungan yang ada tidak sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari orang dengan disabilitas.

Dari perspektif pekerjaan sosial, lembaga layanan sosial dipahami sebagai bagian dari sistem formal dengan struktur
organisasi dan keberlanjutan dalam melaksanakan fungsi layanan. Lembaga layanan sosial beroperasi melampaui tanggung
jawab mereka dalam memberikan dukungan material. Selain itu, pembinaan tindakan pengarah dipraktikkan sebagai
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pengalaman belajar bagi individu untuk membantu mereka menghadapi tantangan sosial (Ahmad dkk., 2024). Pendekatan
perhatian sosial memandang korban sebagai penerima, namun model pemberdayaan memposisikan mereka sebagai agen
aktif yang dapat mengembangkan diri. Pekerjaan sosial memerlukan intervensi langsung dan kolaborasi institusional,
termasuk organisasi non-pemerintah yang bekerja sama melalui sistem rujukan mereka (Hardina dkk., 2007).

Penelitian ini menanggapi kesenjangan penelitian yang signifikan dengan menyelidiki bagaimana organisasi non-
pemerintah mendukung perempuan penyandang disabilitas yang telah mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini akan
menghasilkan pengetahuan akademik yang meningkatkan metode kerja sosial yang melindungi penyandang disabilitas sambil
menyelesaikan masalah mereka dan melindungi hak-hak mereka melalui strategi yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, artikel
ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pelayanan sosial dalam menyediakan layanan sosial bagi perempuan penyandang
disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menggunakan perspektif kerja sosial.

METODE

Dalam penelitian ini menyelidiki bagaimana pelayanan sosial mendukung perempuan penyandang disabilitas yang
mengalami kekerasan seksual melalui metode studi kualitatif dan tinjauan literatur. Para peneliti memilih metode tinjauan
literatur untuk mengumpulkan data lengkap pelayanan sosial yang mereka teliti melalui kegiatan layanan sosial mereka sesuai
dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur daring untuk mengumpulkan
sumber data mereka, yang meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan institusi, dan publikasi media yang membahas kekerasan
seksual, disabilitas, dan layanan sosial. Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti kekerasan seksual,
disabilitas, dan organisasi non-pemerintah. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas
sumber, dan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak disabilitas memerlukan unsur-unsur esensial yang
diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Peneliti melakukan analisis data yang dikumpulkan melalui dua metode yang
berbeda, yaitu metode penelitian kerja sosial dan teknik analitis. Para peneliti meninjau literatur yang tersedia untuk
mengidentifikasi tema-tema utama, termasuk pemeriksaan terhadap perempuan penyandang disabilitas dan situasi rentan
mereka, hambatan dalam mengakses layanan dan keadilan, peran LSM sebagai lembaga layanan sosial, pentingnya kolaborasi
antarlembaga dalam sistem perlindungan korban. Penemuan — penemuan tersebut menentukan bagaimana organisasi non-
pemerintah dapat membantu dalam melindungi dan memulihkan hak-hak perempuan yang mengalami kekerasan seksual
dan memiliki disabilitas melalui upaya ini. Studi pekerjaan sosial akan mendapat manfaat dari penelitian ini karena akan
menunjukkan bagaimana lembaga layanan sosial bekerja untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, responsif, dan adil bagi
orang dengan disabilitas dalam praktik mereka.

PEMBAHASAN

Penelitian tentang pelayanan sosial yang menyediakan layanan sosial bagi korban kekerasan seksual penyandang
disabilitas memerlukan para peneliti untuk terlebih dahulu menetapkan definisi yang jelas tentang LSM tersebut. Dengan
kejelasan tersebut, awal mula untuk memahami kegiatan yang dilakukan oleh LSM tidak hanya sebagai praktik institusional
semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem layanan sosial yang terorganisir.

Di Indonesia, istilah LSM telah didefinisikan secara eksplisit dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)
Nomor 8/1990, yang telah didistribusikan kepada Gubernur di seluruh Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah
organisasi yang dibentuk berdasarkan sukarela warga dan beroperasi secara mandiri di bidang-bidang kegiatan tertentu
sebagai bentuk partisipasi masyarakat. LSM berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
dengan menekankan prinsip-prinsip pengabdian dan kemandirian, bukan untuk keuntungan finansial. Ciri utama NGO
terletak pada kemandirian, inisiatif warga, dan komitmen terhadap kepentingan sosial sebagai bagian dari pembangunan
masyarakat (Ismawan, Bambang, 2003: 1).

Penelitian yang dilakukan oleh Soetarso pada tahun 1993 dalam Sitepu (2008) menunjukkan bahwa layanan sosial
melaksanakan fungsi-fungsinya melalui kegiatan terorganisir yang membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas
secara keseluruhan dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat perubahan kondisi sosial. Layanan sosial tidak
hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, Penelitian ini mengkaji dua aspek yang meliputi kebutuhan subjek layanan
akan kemampuan beradaptasi sosial dan kemampuan fungsi lembaga secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan layanan sosial yang sesungguhnya memerlukan berbagai fungsi yang saling terhubung dan
bekerja sama untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kerangka kerja operasional yang mengatur layanan sosial
menetapkan dasar yang memungkinkan LSM untuk secara sistematis menangani masalah sosial, termasuk kekerasan seksual
terhadap orang dengan disabilitas.

Soetarso (1977) dalam Sitepu (2008) mengklasifikasikan layanan sosial menjadi lima fungsi utama.

1. Fungsi pencegahan bertujuan untuk mencegah munculnya masalah sosial baru dan mencegah penyebaran masalah
yang sudah ada pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

2. Fungsirehabilitasi, berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan pemulihan kondisi hidup masyarakat.

3. Fungsi pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan yang
memungkinkan masyarakat mencapai kemampuan otonomi.

4.  Fungsi perlindungan sistem memberikan keamanan bagi pengguna dan ketenangan pikiran

5. Fungsi dukungan membantu memperkuat penyampaian layanan sosial melalui kerja sama lintas sektor.
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1.  Fungsi Perlindungan

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa fungsi perlindungan merupakan unsur yang fundamental dalam layanan
sosial yang disediakan oleh LSM bagi korban disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Sistem perlindungan berfungsi
sebagai program sosial yang melindungi korban melalui kegiatan perlindungan hak-hak mereka, sekaligus mencegah
kekerasan di masa depan dan memfasilitasi korban untuk melanjutkan aktivitas sosial rutin mereka selama masa pemulihan
(Kurniawan, 2025).

Organisasi LBH Makassar mencatat kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sulawesi Selatan, di mana seorang gadis
dengan disabilitas intelektual menjadi korban penyerangan, menurut laporan mereka tahun 2022. Proses hukum menghadapi
hambatan karena pejabat menolak untuk mengevaluasi apakah korban dapat memberikan kesaksian tentang insiden
tersebut. Organisasi nirlaba tersebut mencapai tujuannya melalui layanan dukungan hukum yang luas, evaluasi psikologis,
dan kerja sama dengan keluarga korban, yang membantu mereka mencapai tujuan membawa kasus tersebut ke hasil akhir
proses hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa sebagian besar tantangan muncul dari faktor-faktor di luar disabilitas korban.
Sistem hukum saat ini gagal menyediakan sumber daya yang cukup untuk membantu orang-orang yang membutuhkan
dukungan esensial karena disabilitas mereka.

Selanjutnya, peneliti juga menyelidiki metode yang digunakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam
menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak dengan down syndrome, sambil membuktikan bahwa
perlindungan yang berhasil memerlukan bantuan hukum dan layanan dukungan sosial. Bantuan hukum berfungsi untuk
mengembalikan keseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku, sekaligus memberdayakan korban untuk berpartisipasi
secara penuh dalam proses hukum. Advokat yang berhasil memperoleh vonis pidana terhadap pelaku membuktikan bahwa
LSM berhasil menghilangkan hambatan akses yang harus dihadapi oleh orang dengan disabilitas untuk memperoleh keadilan
(LBH Makassar, 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan sosial memerlukan perlindungan permanen karena
korban bergantung pada bantuan berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan.

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa layanan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas di LSM
SIGAB memiliki tingkat efektivitas yang sama dengan studi-studi yang ada mengenai layanan perlindungan bagi perempuan
penyandang disabilitas, yang bergantung pada aksesibilitas layanan dan kualitas komunikasi dalam proses advokasi.
Penerapan metode komunikasi yang sensitif terhadap disabilitas membangun dasar-dasar penting untuk komunikasi yang
efektif, untuk membantu mencegah terjadinya kekerasan kembali melalui sistem kepolisian dan merespons korban yang
membutuhkan bantuan melalui layanan kepolisian. Kegiatan LSM menciptakan hubungan organisasi yang memungkinkan
mereka menghubungkan pengalaman korban dengan lembaga hukum, karena aktivitas mereka memastikan perlakuan yang
adil terhadap pernyataan korban selama persidangan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan dalam laporannya tahun
2025 bahwa korban menghadapi hambatan dalam mengakses layanan terintegrasi karena sistem layanan masih sulit diakses
oleh orang-orang yang dapat mengganggu perlindungan keamanan mereka. Orang-orang menghadapi tantangan dalam
memahami proses hukum karena sistem pelaporan saat ini memiliki ketidakkonsistenan, dan koordinasi antar lembaga yang
lemah mencerminkan hambatan struktural yang meningkatkan kerentanan korban. Dalam situasi seperti itu, kurangnya
dukungan yang memadai berpotensi mengurangi kendali korban atas proses penanganan kasus. LSM berperan sebagai
jembatan penting yang membantu korban mengakses layanan resmi, yang perlu menjadi lebih fleksibel dan responsif
terhadap orang dengan disabilitas.

Peran perlindungan layanan sosial yang dilakukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terdapat dalam tiga
cara, yaitu mencegah kekerasan di masa depan, memudahkan akses terhadap layanan, dan membantu korban untuk kembali
melakukan aktivitas sosial normal mereka. LSM menyediakan layanan perlindungan ini karena mereka merespons kasus
kekerasan seksual sambil bekerja untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas.
Dalam praktik pekerja sosial, pekerja sosial menggunakan proses profesi mereka untuk membantu klien mencapai tujuan
pertumbuhan pribadi mereka. Penguatan fungsi perlindungan merupakan prasyarat utama untuk menciptakan layanan yang
inklusif dan berpusat pada korban.

2.  Fungsi Pencegahan

Sitepu (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pencegahan merupakan bagian integral dari layanan sosial
yang disediakan oleh organisasi. Organisasi ini bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk memerangi kekerasan
seksual terhadap kelompok rentan. Proyek ini berupaya mengurangi kekerasan melalui pendekatan sistematis yang
mencakup program peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan sikap sosial, serta pengembangan keterampilan individu
dan komunitas.

Makrifatin (2023) menunjukkan bahwa Women Crisis Center (WCC) Jombang menggunakan edukasi publik dan advokasi
kebijakan serta pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan seksual untuk menerapkan strategi pencegahan risiko mereka.
Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus bekerja sama dengan upaya untuk menghilangkan normalisasi
kekerasan dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Perspektif kerja sosial memungkinkan pemahaman perilaku
manusia melalui lensa sosial dan lingkungan. Fungsi pencegahan bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman
melalui program keamanan tingkat makro dan upaya pencegahan kekerasan. Upaya pencegahan bagi orang dengan
disabilitas menghadapi tantangan terberat karena keterbatasan kemampuan mereka dalam mengakses informasi dan
ketidakhadiran program pendidikan seksual yang komprehensif. Orang-orang membutuhkan perlindungan yang lebih baik
dari ancaman yang menargetkan hak-hak esensial mereka dan kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang sehat,
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dan mekanisme pelaporan menempatkan orang dengan disabilitas dalam posisi yang lebih rentan terhadap eksploitasi
seksual. Oleh karena itu, fungsi LSM dalam pencegahan tidak hanya ditujukan pada individu yang berisiko menjadi korban,
penelitian ini menyelidiki bagaimana sistem sosial menciptakan dampaknya melalui pengaruhnya terhadap anggota keluarga
dan anggota komunitas serta hubungannya dengan pengasuh.

Pencegahan yang dilakukan oleh LSM memerlukan analisis karena berfungsi sebagai intervensi yang menargetkan faktor
risiko struktural, termasuk hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Sistem pendidikan yang ada saat ini menghadapi
tantangan karena tidak memberikan dukungan yang memadai bagi siswa penyandang disabilitas. Fungsi pencegahan yang
dilakukan oleh LSM menyediakan informasi penting tentang akses ke sumber daya yang dibutuhkan, membangun kesadaran
publik yang kritis, dan memperkuat sistem sosial agar lebih melindungi kelompok rentan.

3.  Fungsi Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses esensial yang melalui layanan sosial membantu korban kekerasan seksual penyandang
disabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip pekerja sosial yang memandu pemulihan mereka dari trauma dan kembalinya mereka
ke aktivitas sosial (Kusumawardhani & Sahrul, 2026). Program ini berfungsi sebagai program pengobatan komprehensif yang
mendukung ketiga unsur pengalaman manusia untuk membantu korban kembali ke aktivitas kehidupan normal mereka.
Penelitian tentang peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menunjukkan bahwa anak-anak dengan disabilitas yang
mengalami kekerasan seksual menerima dukungan psikososial yang membantu proses pemulihan trauma mereka (Kurniawan
& Siregar, 2025). Melalui sistem dukungan, korban dapat memahami pengalaman kekerasan yang mereka alami karena sistem
tersebut memberikan bantuan psikososial yang memungkinkan mereka mengelola pengalaman traumatis mereka sambil
membangun kembali rasa aman dan keyakinan diri. Dari perspektif pekerjaan sosial, rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan
fungsi sosial korban yang sebelumnya terganggu. Penelitian Kusumawardhani % Sahrul (2026) menunjukkan bahwa
keterampilan sosial memungkinkan orang untuk membangun hubungan dengan orang lain sambil berpartisipasi dalam
aktivitas keluarga dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individu dan program rehabilitasi yang
menggunakan terapi kelompok sebagai metode pengobatan utama berhasil membantu korban pulih dari situasi mereka.
Kelompok terapi memberikan ruang yang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman pribadi mereka. Ruang-ruang ini
seharusnya memungkinkan individu dengan disabilitas untuk menunjukkan keterampilan mereka melalui metode penilaian
yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Metode rehabilitasi adaptif terbukti esensial karena orang yang mengalami
pengalaman traumatis perlu bergantung pada orang lain saat menghadapi tantangan dalam mengakses layanan kesehatan
mental yang lengkap.

Dalam pekerja sosial, rehabilitasi sebagai hal yang esensial untuk mencegah terjadinya insiden kekerasan di masa depan.
Korban yang tidak mencapai penyembuhan total akan terus menghadapi bahaya karena mereka mungkin mengalami insiden
kekerasan tambahan atau terisolasi secara sosial (Simanjuntak & Adhari, 2025). Oleh karena itu, LSM berfungsi sebagai
organisasi yang menyediakan layanan rehabilitasi bagi komunitas mereka, tidak hanya fokus pada korban individu tetapi juga
melibatkan keluarga dan komunitas sosial mereka sebagai bagian dari sistem dukungan pemulihan.

4. Fungsi Pendukung

Selain LSM menyediakan layanan sosial berkelanjutan melalui tiga fungsi utamanya, yaitu perlindungan, pencegahan, dan
rehabilitasi. Terdapat fungsi penting lainnya, seperti fungsi pendukung yang bertujuan untuk membangun sistem
perlindungan yang akan membantu melindungi orang dan memulihkan hak-hak mereka, sementara fungsi pengembangan
bertujuan untuk mengembangkan kemampuan permanen yang akan bermanfaat bagi individu, keluarga, dan organisasi
(Maddocks dkk. 2025).

LSM menunjukkan fungsi pendukungnya melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan
lembaga layanan sosial. Penelitian tentang LSM SIGAB menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi dan bantuan bagi korban
sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi dan komunikasi antarlembaga (Raymond, 2022). Dalam konteks ini, fungsi
pendukung menjembatani hubungan antara korban dan sistem layanan, yang saat ini masih berupa jaringan terputus yang
gagal memberikan akses penuh bagi individu penyandang disabilitas.

5. Fungsi Pengembangan

Selanjutnya, fungsi pengembangan menunjukkan keberadaannya melalui program-program pengembangan kapasitas
yang melatih baik korban maupun masyarakat yang tinggal di sekitar mereka. Penelitian menunjukkan bahwa program
pelatihan yang ditujukan untuk orang tua dan pengasuh akan membantu mereka meningkatkan keterampilan dalam
memberikan dukungan emosional kepada anak-anak sambil menciptakan lingkungan yang aman. Studi menunjukkan bahwa
program pelatihan untuk orang tua dan pengasuh memungkinkan mereka untuk meningkatkan keterampilan dalam
memberikan dukungan emosional kepada anak-anak sambil menciptakan lingkungan yang aman (Azizah, 2024). Fungsi
pengembangan membangun ketahanan sosial melalui upayanya untuk membuat korban mandiri dari metode pemulihan
jangka pendek.

Fungsi pendukung dan pengembangan membantu korban kekerasan seksual yang disabilitas mengatasi hambatan
struktural mereka dengan menyediakan sumber daya esensial, akses layanan yang rendah, dan organisasi memerlukan
koordinasi yang lebih baik antara departemen-departemennya. Dua fungsi yang diimplementasikan oleh LSM memungkinkan
mereka merespons dampak kekerasan sambil membangun sistem layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Praktik kerja
sosial mengharuskan pekerja sosial profesional untuk mengembangkan identitas profesional mereka melalui pengalaman
kerja dan latar belakang pendidikan mereka. Fungsi pendukung dan pengembangan, bersama dengan layanan sosial, bekerja
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sama untuk mendukung upaya perlindungan dan rehabilitasi berkelanjutan yang membantu korban mencapai integrasi sosial
permanen.

6. Sintesis dan Analisis Kritis

Secara relatif, berbagai studi telah menunjukkan bahwa LSM memainkan peran yang signifikan dalam mendukung
korban kekerasan seksual. Kesuksesan intervensi bergantung pada dua faktor utama, yaitu kapasitas institusional dan
dukungan sistem hukum yang ada. Kurniawan (2025) dan Wahyuni (2022) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa
bantuan hukum berfungsi sebagai alat korektif yang membantu menyelesaikan masalah ketidakseimbangan kekuasaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Raymond (2022) menemukan bahwa hambatan utama dalam kemajuan studi ini perlu
mengatasi dua area utama, yaitu metode komunikasi dan aksesibilitas layanan.

Dua bidang penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap orang dengan disabilitas
memerlukan lebih dari satu pendekatan untuk memahami masalah ini secara menyeluruh. Sistem hukum perlu memberikan
perlindungan hukum, dan kombinasi dukungan psikososial dengan metode ini membantu korban yang membutuhkan
pemulihan total untuk menjalani proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi layanan sosial LSM beroperasi
melalui sistem hubungan yang saling terkait. Keempat layanan perlindungan, rehabilitasi, pencegahan, dan pengembangan
beroperasi sebagai sistem terintegrasi yang memberikan dukungan mutual kepada setiap layanan.

Penelitian menunjukkan bahwa LSM memanfaatkan fungsi perlindungan, pencegahan, rehabilitasi, dan pengembangan
mereka untuk menciptakan sistem layanan terintegrasi yang menyediakan layanan lengkap bagi klien mereka. Dalam konteks
ini, sejalan dengan pandangan Ganshanga & Twinamasiko (2025), pendekatan berbasis hak sangat penting, di mana sistem
menetapkan hak perlindungan, hak akses ke keadilan, dan hak layanan yang setara bagi orang dengan disabilitas. Sistem perlu
menyediakan layanan sosial dan hukum berdasarkan kebutuhan korban. Kerangka kerja interseksional memungkinkan orang
memahami bagaimana perempuan dengan disabilitas mengalami kerentanan yang lebih besar karena identitas ganda mereka
sebagai perempuan dan status disabilitas mereka dalam masyarakat yang kurang inklusif. Proses penguatan fungsi LSM perlu
dilakukan karena hal ini membantu baik pekerjaan manajemen kasus maupun pengembangan modifikasi sistem yang lebih
adil dan efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai penyedia layanan sosial yang
krusial bagi korban kekerasan seksual yang memiliki disabilitas, karena sistem layanan formal gagal memberikan dukungan
yang memadai. Perlindungan, layanan medis yang disediakan oleh LSM, kegiatan pendidikan mereka, dan program
pengembangan profesional mereka menunjukkan bahwa kekerasan seksual perlu diselesaikan melalui metode berbasis
sistem yang komprehensif yang bertujuan untuk mewujudkan hak asasi manusia.

Pekerjaan perlindungan dan rehabilitasi yang dilakukan melalui metode analitis menetapkan unsur-unsur penting yang
diperlukan untuk mencegah terjadinya insiden kekerasan kembali sambil membantu korban kembali ke kehidupan sosial
normal mereka. Kerentanan struktural yang memungkinkan kekerasan terjadi kembali akan dikurangi melalui upaya
gabungan fungsi pencegahan dan pengembangan. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap individu
penyandang disabilitas merupakan masalah yang meluas yang terkait dengan hubungan kekuasaan. Penyandang disabilitas
membutuhkan layanan yang dapat diakses, namun kebutuhan mereka memerlukan penyesuaian dalam desain sistem layanan
sosial. LSM berfungsi sebagai perantara kerja sosial yang membantu korban mengakses layanan sementara pekerjaan mereka
membawa transformasi sosial dan melindungi hak-hak populasi rentan. Kapasitas operasional LSM akan meningkat melalui
kolaborasi lintas sektor karena hal ini membantu organisasi mengembangkan kapasitas mereka sambil merumuskan kebijakan
layanan sosial yang mengakomodasi disabilitas, yang merupakan langkah krusial untuk memastikan penanganan kekerasan
seksual tidak hanya terbatas pada respons kasus, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan jangka panjang dan keberlanjutan
perlindungan sosial.
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